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TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT 'i'UHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU

bahwa untuk melaksanakan Pasal 160 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta
untuk menampung perubahan anggaran Belanja Pegawai (Gaji dan
Tunjangan), alokasi anggaran kegiatan yang dibiayai dari Dana
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID), pendanaan
Kegiatan Lanjutan (DPA-L) dan penyelesaian hutang Pemerintah
Provinsi Bengkulu, maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu
tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dzaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
123, TambahanLembaran  Negara Republik Indonesia Nomor
5043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor

5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler  dan Keuangan  Pimpinan  dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa Kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menten



Datam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
¥=suzngan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011 ;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

26.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2011 tentang Alokasi
dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan
Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 524 );

27.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007);

28.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Keuangan dan Protokoler Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor
3 Seri D” Tahun 2004);

29.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 1 Tahun 2011

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2011;

30. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor : 1 Tahun 2011 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011;



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG PERUBAHAN

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :
1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah .................. Rp 426.601.946.673,00
b. Dana Perimbangan ...........cccccceeeennen. Rp. 694.595.975.358,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah
Yang:Salic. . inn s rmatntnmnmn Rp.__ 38.878.571.000.00
Jumlah Pendapatan.........c....ccceuueien. Rp. 1.160.076.493.031,00
2. Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung

T Belanja Pegawai sejumlah............. Rp.  378.790.133.862,00
2 Belanja Bunga.........ccccoecvveciiineccinenn, Rp. 0,00
Belanja Subsidi...... Rp. 1.000.000.000,00
3. Belanja Hibah ..........cccccceeiieenennnee. Rp. 21.600.000.000,00
4. Belanja Bantuan Sosial................. Rp. 11.591.160.000,00
5. Belanja Bagi Hasil.........c.cccoeennnn Rp. 127.660.403.561,00
6. Belanja Bantuan Keuangan.......... Rp. 4.000.000.000,00
7.  Belanja Tidak Terduga.................. Rp. 38.925.000.000,00
SN o s e e hen et Rp. 583.566.697.423,00
b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai..............ccoccuuee... Rp. 65.553.628.850,00
2) Belanja Barang dan Jasa............. Rp. 292.737.971.948,00
3) BelanjaModal...........ccccovveevineeannns Rp. 250.269.216.600.00
JUMIBR s rm i et tinases Rp. 608.540.417.398.00
JumlahiBelanja o c.cvesvcvsiuiimin Rp. 1.192.127.514.821,00
SUHSIBeriSIt) i Rp  (32.051.021.790,00)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan .........ccccoovveviiiieiieccnnne, Rp. 32.157.361.740,00
b. Pengeluaran...........cccoovvveeeeeiiinnnen. Rp. 106.339.950,00
Jumlah Pembiayaan netto... Rp.  32.051.021.790,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran
fahun berkenazan (SILPA) Rp. 0.00



Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam lampiran | Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3
Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut dalam Lampiran |l Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan 3 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Bengkulu.

Pasal 5
Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam
peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan
anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Pasal 6
Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundang
Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 15~ 13- 20jf

Plt/GUBERNUR BENGKULU
WAKIL GUBERNUR

Al

ey

Diundangkan di Bengkulu L/JUNA'DI HAMSYAH
padatanggal '5- {4~ 2o 1]

SEKRETARIS DAERAH

Drs. AWI A. LAMAT, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19530812 197803 1 006

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2011 NOMOR :



